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Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. FIRUAI( ITOVRI,AITUS GEA. SE Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kota
Gunungsitoli yang berkedudukan
di Dese Dahana Tabaloho
Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli, selanjutnya disebut
sebagai PIHAI PERTAilA.
Kepala Kejaksaan Negeri

Gunungsitoli, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
yang berkedudukan di Jalan Ir.
Soekarno No. 9 Kelurahan Saombo
Kecamatan Gunungsitoli Kota

Gunungsitoli, selanjutnya disebut
sebagai PIIIAX KEDUA.

2. DAUHA" SH., UH

PIIIAX PERTAilA dan PIEAB, rtlruA secara sendiri - sendiri disebut

"pIIIAr" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA

PIIIAII", terlebih dahulu menerang!<an hal - hal sebagai berikut :
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1. Bahwa PIIIAX PERTA,IA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan di Kota Gunungsitoli yang bertugas melaksanakan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa PIHAI( I(EDUA adalah lembaga pemerintahan yaitu Kejaksaan
Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang di Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya serta tugas dan
fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia {lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440ll
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor l lTahun 2021

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 298, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292,Tam;babar, Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182'

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3O

Tahun 2014 tentang Pemifihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang - Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomorlg3,Tambahanl*mbaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
65a\;

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2o1O tentang organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

beberapakaliterakhirdenganPeraturanPresidenNomor15Tahun
2o2ltentangPerubahanKeduaatasPeraturanPresidenNomor38
Tahun 2O1O
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
OO6/A/JA/O7/2A17 tentarrg Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa. kali diuba-h, terakht dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-OO6/A/JA/O7 l20l7 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 443);

8. Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor PER-
O25 / Al J A / | U 2O 1 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegalan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum I ain dan
Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 Tentang Tata
Keq'a Komisi Pemilihan {Jmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 32O) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemitihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022Nonor984l;
1O. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O23 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Ke{a

sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, sekretariat Komisi
pemilihan umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten/Kota(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun2o2oNomor
12361;

11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-

LSTtAtJAl1.llzoL2tentangAdministrasiPerkaraPerdatadanTata
Usaha Negara;

12. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan umum dengan Kejaksaan

RepubliklndonesiaNomor8O.PR-07-NKl0ll2022,dan14Tahlurr2O22
tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi'

Berdasarkanhal-haltersebutdiatas,PARAPlEAxsepakatuntuk
membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum

Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

P}INX PERIIITA ft${ rIDUA
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PASAL 1
I,ASSUD DAI| TU.IUAT

1. Peg'anjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan
dan pedoman dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi PARA PIHAX
dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama,
efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang dihadapi oleh PIHAK PERTAUA.

PASAL 2
RUAITG LITGXI'P

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

a. Penerangan dan Penyuluhan hukum;
b. Pertukaran dan Pemanfaatan data danlatau informasi;
c. Pemtrerial Bantuan Hukum, Fendampingan Hukum, Pertimbangan

Hukum dan Tindakan Hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara;

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
e. Turut Serta dalam kelompok ke{a (POICIA) yang dianggap perlu dan

relevan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun
2024;

f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIIIAK-

PASAL 3
PELAXSAITAAX

1. perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan

itikad baik Para masing-masing PIIIAI(
2. Perjanjian Kerjasama ini disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang

ditunjuk oleh PARA PIEAI( sesuai dengan kebutuharl tugas dan fungsi

masing-masing PARA PIEAIL
3. Dalam hal PIIIAX PERTATA membutuhkan Pemberian Bantuan

Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan

HukumlainnyadiBidangPerdatadanTataUsahaNegaradariPIHAK
NEITUA ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus yang disusun dan

disepakati oleh PARA PIEAX
4. Pelaksanaan sebagaimana pada ayat 3 dapat dilaksanakan setelah

adanya penyampaian permohonan secara tertulis dari PIIIAK

PERTAIA kePada PIgAf TEDUA.

PiIAl( PERTT'/i PT+TAEDI]A
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PASAL 4
.,Af,GEAWATTI'

l. Perjanjian Keq'asama ini berlaku untuk jang!<a waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIEAIL

2. Peqianjian kerjasama ini dapa.t diperpanjang, diubah atau diakhiri
berdasarkan kesepakatan PARA PIEAI mel;alui pemberitahuan secara
tertulis elsh salah satu PIEAE, dengan ketentuan masing-masing
PIHAI, yang bermaksud memperpanjang mengubah, atau mengakhiri
Perjanjian Kerjasama ini wqjib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIIIAI( lainnya pa.ling lambat 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana
perubahan dan pengakhiran Pe{anjian Kerjasama.

PASAL 5
PEf,ITGKITAIT KOIPETEIrSI TEBf,IS

Dalam rangka peninglatan kompentensi teknis tentang kepemiluan
kepada PIHA.K, XEITUA maka PIEAE PERTAilA memberikan dukungan
berupa penyelenggaraan bimbingan telrnis, Foans Group Disaz.ssion (FGD,

seminar. Dan PIIIAI( I(EDUA juga melakukan peningkatan kapasitas
kepada PIIIAI( PERIAil.A berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara

dan Hukum Perdata.

PASAL 6
PEIBIAYAAIS

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengal pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIIIAI(
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASALT
TEADAAT TAEAR ViORCE TA'EvRq

1. PARA PIIIAX dibebaskan dari segala sanksi atau bertanggung jawab

yang dibebaskan keadaan/kejadian atau hal - hd ini yang berbeda

diluar kekuasaan wajar dari PIHAK PERTAXA atau PIIIAI( XEITUA

yang bersifat pre majewe yarrg selanjutnya dalam Pe{anjian

Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (prce maieurQ '

2.Yangdimaksuddengankeadaankahar|fotrerr.,,jeutelmeliputinatnun
tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemic' situasi

politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau

perang saudara, huru hara, dan
perundang-undangan yang melarang

dengan Perjanjian Kerjasama ini.

adanya ketentuan Peraturan
hal - hal yang berhubungan

P}llX FfRT.UIA
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3. Dalam hal te{adi keadaan kahar (forw nwjeu@ sebagaimana dimaksud
pada ayat 2, salah satu PIEAtr memberitahukan kepa.da PIIIAK lainnya
secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali
dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (fore majeurel.

PASAL 9
XERAHASI,AAJT

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Ke{asama ini
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIEA'E sepakat untuk
menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dipemleh sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

1

PASTAL 1(,
KORTSFOIrDEISSI

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Keg'asama ini
PIHAII menunjuk masing - masing wakilnya sebagai

penghubung sebagai berikut:
a. PIIIAIT IITSATU

Nama Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli
meridamanuntnq(th mail.uahoo.co.id

PARA
pejabat

Email
Alamat

b. PITIAI( TEDUA
Nama Jabatan

Email
Alamat

Desa Teteho.si Kecamatan ldano Gawo
Kabupaten Nias

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha

Negara Kejaksaan Negeri Gunu ngsitoli
d ahtnkn gurutng sttoli @maiL c o m

Jalan Ir. Soekarno No- 9 Kelurahan Saombo

Kecamatan Gu nungsitoli Kota Gunungsitoli

2 Dalam hal terdapat perubahan hal - hal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PIIIAII yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban

untuk membritahukan secara tertulis kepa.da PIEAI hinnya paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu

dilakukan Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini'

PHA( PAII,rn

-7
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PASAL A
PETY-EI,ESAIAI( PERSEX,ISIHAIT

PARA PIIIAI( sepakat untuk menyelesaikan seeala perbedaan pendapat
dan/ atau perselisihan yang timbul sebagar akibat pelaksanaan Pe{anjian
Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

qr



PASTAL 11
SOSIALISASI

1. Pe{anjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAI( guna

diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah/wilayah.

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat I dapat dilakukan secara

sendiri - sendiri atau bersama - sama oleh PARA PIIIAK.

PASAL 12
PERUBAIIAN

Perubahan dan/atau hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Pe{anjian
Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh

PARAPIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjaljian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani oleh PARA PIIIAK dan menggunakan stempel jabatan asli

pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA

dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK I{EDUA.

PIHAK UA PIHAK PERTAMA
IIMUM
LI,

/081
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